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KABUPATEN SUKABUMI

BUPATI SUKABUMI,

bahwa umiuk mer;amin sistem penyelenggaraan dan peningkatan muu
Satuan Pendidikan Kelas Jauh Sekolah Meriengah Pertama (SiviP)
Negeri i fingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabup:sten
Sukabumi, maka dipandang perlu adanya penetapan penegerian Kelag
Jauh Sskolah Menengeh Pertama (SEMP) Negeri:

bahwa Kelas Jauh Sekolah Menengah Fertama (SMP) Hegeri 1 Cisaat
di Kecamatan Sukabumi, Sekolakh Menengah Pertama (SMP) Negeri 1
Kadudampit dj Kadudampit, Sekolash Menengah Pertama (SMP)
Negeri 1 Sagaranten dj Sagaranten, Sekolah Menenyah Pertama (SMP)
Negert 1 Curughemt ar ¢ Curugkembar, Sekolah Menengah Perta s
(SMP) Neger, 1 Nyalindung di Nyalindung, Sekoiah Mener.gah Pertama
(SMP) Negen 1 Patuaran di Pabuaran, Sexolah Menengah Pertama
(EMP)  Neg-q | Bojonggenteng cli Bojonggenteny, dan Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Furabaya g, FPurabaya telan
memenuhl  persyaratan formal dan material  untuk Citetapkan
PENegeriannya sesuzi dengan peraturar peﬁmdang-undangan yang
herlaky.,

bahwa intuk Mmaksud dan keperitingan sebagaimana terssbhyt pida
nuruf a dan b gj atas, perlu ditetapkan derigan Keputusan Bupati

Undang Ladang Nomor 14 Tahun 1950 tenlang Pembientukan Daerah-
Dagrah Kabupaten Dalam Lingkungan Provijgi Jawa Baral (Beritz
Negara Flepublik Indonesia tanggal 8 Agustus 1850)

Undar'lg-l.)'ncuarig Nomo: 8  Tahurn 1974 tentang Pokol-pokok
Keoepaviaian (Lermrbaran Negara Reoublik Indonesia Tatiun 1374
Nomaor 5 Tar bahan Lembaran Megara Republik Ihdenesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan-Undajng-Urnc-'ang Nomor 43
Takun 1089 tentang Perubahan Afas Inda 'g-Undang Nomor 8 Tahun
1574 tertang Pokuk-pokok Kepegawa an (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tanun 189 Nornor 54 Tambahan Lermoaran Negara
Republik intonesig Nomor 3041)

Ui'm.zmi;-‘v-ndang Nomor 17 "Tahun 2003 %emtang Keuangan Negara
(Lembaran Negara  Republik l1donesia  Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiu Nomor 4288)
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Jhdang:Undang Namor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lemibaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik incenesia Nomcr 4302),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Nega.a
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembarun Negara Republik Indonesia Homor 45598),

Undang-L!ndang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan Feratuan
Perundang uidangan (Lembaran Negara Republik Indounesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 438%)

Undeng-Uncang Nomor 1£ Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Penge'olaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaren Negara
Republik  Indonesla Tahun 2004 Nomor 6€ Tambaohan lLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang Jndang Nomer 32 Tahur 2004 tzntang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 125
Tambahas Lembaran MNegara Repubuk Indonesta Nomor 4437)
sebagamana 12lah diuban dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kecua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 wniang Pemerintahan Qaerah  (Lembaran Negara Reptibli
Indonesia Tahun 2008 Nonior £%. Tambahan Lembaran Negara
Republit Indonesia Namor 4844);

Undang-Undangy Nomaor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Plemarintah Fusat den Pamarintah Daerah (Lembaran Negarz
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 4458);

Undang-tJndang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Guru dan Dosen
(Lembararn Negara Republik Indoresia Tahun 2008 Nomor 1567,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586),

Peraturean Pernerintan Nomor 28 Tanun 1980 tentarg Pendidikan
Menergah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1880 Momor
37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3413},

Peraturan Pamerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentarg Standar Nasional
Pendidikan (l.embarar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
41, Tambzhan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4436},

Peraturan Pemerintah Nomor €8 Tahur 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Deaerah (l.embaran Negara Reaublik \ndonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan cembaran Negara Republik Indonecia Normor
4578),

Peraturan  Femerintan Nomor 79 Tanun 2005 tentang Pedoman

Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 20056 Nomor 165
Tarmbatian Lembaran Negara Republik 1donesia Nomor 4592},

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 fzntang Fernbaglan
Urusan Pemerintahan Antara Pemerntah, Pemearntahan  Daerah
Provinet dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republk Indonesia Tahun 2007 Mcimcr 82, Tambahan Lembaran
Negara Rapublik Indonesia Nomor 4727);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelclaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Normor 8% Tambahan Lembaran Negara Repubik indoresia Nomor
4738):

17.Peraturan Pemerintuh  Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2007
Normor 89, Tambahan Lembaran ilegara Republik Indonesia Nomeor
4741);

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 ‘entang
Buku Teks Pelajaran:

19. Peraturan Merterr Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedonian Pengelolaan Keuangan Caerah sebagaimana telah diubah
dengan ~eraturan Manteri Dalam Negzri Nomor 58 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomior 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

20.Keputusan Menteri Pendidikar, Nasional Nomor 080/U/2007 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah;

21.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencara Pembangunan
Jangks Manengen Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 20085-2010
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri £,

22, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 200" tentang Urusan Famerintahan
yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi
(Lembaran Daerah Kahupaten Sukabumi Tahun 2007 Nemor 1)

3. Peraluran Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (L embaran Daerah Kabupaten
Sukabuny Tahun 2007 Nomor 2);

24 Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan
Tata Ketja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah
IKebupatsn Sukabumi Tahun 2007 Nomor 3):

25 Keputus an.Bupati Sukabumi Nomor 117 Tahun 2004 tertanyg Penetapan
Kembali Nomenklatur Sekolah Menerngah Pertama (SMP) dan Sekolah
Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Sukabumi,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan penegerian Sekolal, Menengah Pertams (SMF) Negeri 1~
Sukabumi® Sekolah Menengah Pertama (SMF) Negeri 2 Kadudampit -
Sekolah  Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Sagaranteny Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Curugkembar” Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Negeri 3 NvalindungySekolah Menengah Pertama (SMP)
Negeri 3 Pabuaran” Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2
Bojonggenteng~ dan Sekolah Menengah Pertama (BMP) Negeri 2
Purabaya.

. Dengan dilctapkannya penegerian Sekolab Menengah Pertama (SMIP)
Negeri sebagzimana dimaksud pada Dikium KESATU, maka sistem
penyelenggaraan pendidikan, mekanisris Kerja dan f{enaga pendidik
secara institusional harus segera disesuvaikan berdasarkan Deraturan
perundang-undarngan yang berlaku..
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- Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebugayaan Kabupaten

Sukabumi untuk terus melaksanakarn ligas pengawasan sebagaimana
dimaksud pada Diktum KEDUA, secara optimal,

. Dergan ditetapkannya Kaputusan ini, maka ketentuan lain yang

bertentangan dengan Keputusan ini, dicanut dan dinyatakan tidak beriaku.

- Reputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

. Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal i [Nesempber 2005

ez SUPATI SUKABUMI,
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